SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/1/2018

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI CALON WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46
ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah
Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani,
Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi
Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun
2018;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan . . .
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Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37
Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan

Komisi . . .
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/ 2017 Tentang
Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani
dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan
Jasmani, Rohani dan Bebaas Penyalahgunaan
Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Padang Tahun 2018;

8. Keputusan . . .
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8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
Nomor : 38/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/XI/2017
tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang
Tahun 2018;

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota

Padang tanggal 5 Januari 2018;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PADANG TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT

PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN

KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI CALON

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN

2018.

Menetapkan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M.

Djamil Padang sebagai tempat pemeriksaan kesehatan

jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika

bagi calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun

2018.

Rumah Sakit Umum Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU, ditunjuk

berdasarkan koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota

Padang dengan Ikatan Dokter Indonesia, Badan

Narkotika Nasional dan Himpunan Psikologi Indonesia.

Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr.M.Djamil Padang

berkewajiban menyiapkan kelengkapan instalasi untuk

keperluan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan
bebas penyalahgunaan narkotika bagi calon Walikota

dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan

pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA disesuaikan dengan standar profesi

kedokteran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada belanja hibah

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun

2018.

KEENAM . ..
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KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,
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